
BUPATI C'IAN.lUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 39 TAHUN 2013

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI DI
LINGKUNGAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

PEMERINTAHAN DESA

Menimbang

\Iengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

bahu'a untuk melaksanakan ketentuan pasal 113 peraturan
Daerah Nomor 07 Tahun 2008 jo. peraturan Daerah Nomor 9
Tarhun 2013 tentang organisasi pemerintahan Daerah dan
Pcmbentukan organisasi perangkat Daerah Kabupaten
Cianjur, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang iugas
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit organisasicli Lingkungan Badan pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun l9s0) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Kabupaten purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam lingkungan propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851;

'2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun l9T4 tentang pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undahg Nomor 43 Tahun tggg
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor g rahun
197 4 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor 199,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3Be0);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);

Undang-Unciang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undatng Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nr>mor aaOO);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 48aa);

Undang-Undiing Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemcrintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Iric'krncsia Tahun 2oo4 Nomor 1,26, Tambahan Lembaran egara
Republik Indonesia Nomor aa38);

Undang-Unclarng Nomor 12 Tahun 2oll tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-r-u-rdangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll
Nomor 82. 'lrimbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523fl;
Peraturan Pcrnerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor :56 'l'ahun 2OO5 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Ne'gara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 5155);Tambahan Lembaran
Negara Reputblik Indonesia Nomor 4576)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140,'l'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a57B);

Peraturan Pcmerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor a593);

12. Peraturan Pcmerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a61a);

13. Peraturan Pcmerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian
Urusan Pc:mcrintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 4L Tahun 2OO7 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor aTal);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
158, Tambahan Lembaran Negara Nomor a587);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
I(elurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a587);

17. Pcraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2OO8
tcntang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);

18. Pcraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008
tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran
Daerah I(abupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D)
scbagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Pe'raturan Daerah Nomor 9 Tahun 2Ol3 tentang Perubahan
l..etiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07
Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan
Pcmbcntukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 201,3
\omor 9);

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
TATA KERJA UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN BADAN
PtrMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalerm Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Dacrah adalah Kabupaten Cianjur.

2. Pemerintah Daerah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
Llnsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pcrnerintahan ole h Pemerintah Daerah dan Dewan
Pcrwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas
pcrbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Bupati adalah Bupati Cianjur.

.1 .
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Perangkat Daterah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah
yang bertanggurng jawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan.

Sekretaris Dacrah selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Ciarnjur.

Badan Pembcrdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selanjutnya
disingkat RPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Dcrsa Kabupaten Cianjur.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Cianjur.

Sekretaris aclalah Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Dcsar Kabupaten Cianjur.
Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di lingkungan Badan Pemberda\-aan
Masyarakat darn Pemerintahan Desa Kabupaten Cianjur.
Kepala Sub l3agian adalah Kepala sub Bagian di lingkungan Badan
Pemberdayaan Marsyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Cianjur.
Kepala sub l3iclang adalah Kepala Sub Bidang di lingkungan Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Cianjur.
Badan Perrnusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutn5'a disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan
demokrasi clrrlam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur
penvelenggelr.i pcmerintahan desa.

Lembaga Ketli-tsvarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga vartg clibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan t'niLra pemerintah desa dalam mc'mberdayakan masyarakat.
Alokasi Dan:r Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang
dialokasikan olch Pe merintah Kabupaten Cianjur untuk d.esa, yang
bersumber clari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah
yang diterin-rar olch Kabupaten Cianjur.

Anggaran Pcncliipatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa
adalah rencelna keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan
disetujui be:rsama oleh Pemerintah Desa dan BpD, yang ditetapkan
dengan PeraLuran Desa.

Kelompok .Jabatzrn Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang
terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan
tertentu.

BAB II

I\trDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

BPMPD mcrupakan unsur perangkat Pemerintah
menyelenggaral<an pemerintahan daerah urusan
masyarakat dan pemerintahan desa.

BPMPD dipimpin oleh Kepala Badan yang berada
bertanggung.jaru,aib kepada Bupati melalui Sekda.

Daerah dalam
pemberdayaan

di bawah dan

10.

11.
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Bagian Kedua

Pasal 3

(1) BPMPD mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan
desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BpMpD
menyelenggararkan lungsi :

a. perumusan kcbijakan teknis BPMPD dalam penyusunan rencana,
pelaksanaiin, pembinaan, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan
perumusan kebijakan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan
masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan dan/atau
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
operasional, evaluasi dan laporan pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan danl atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

c' pembinaatr dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksantran tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsrnya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur-unsur organisasi BPMPD, adalah sebagai berikut :

a. unsur pimpir-ran adalah Kepala Badan.
b. unsur pembantu pimpinan adalah Sekretaris; dan
c. unsur pelaksarna adalah Kepala Bidang, Sub Bagian, sub Bidang, Unit

Pelaksana Telcnis Badan dan Kelompok Jlbatan Fungsional.
Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi BPMPD, terdiri dari :

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, rnembawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Perencanaan.

c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, membawahkan :

1. Sub Bidang Bina Lembaga pemerintahan Desa dan Kelurahan;
2. Sub Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
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Bidang Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat,
membawahkan :

1. Sub Bidang Lernbaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;
2. Sub Bidang Pembangunan Partisifasi Masyarakat Desa dan Kelurahan.
Bidang Bina Perekonomian Desa, membawahkan :

1. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Ekonomi Desa.

Bidang Bina Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan,
membawahkan :

1. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Sarana dan prasarana perdesaan;

2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna
Perdesaan.

Unit Pelaksana Teknis;
Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan kebijakan
teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerjasama dan
mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah bidang
pemberda)'aalt masyarakat dan pemerintahan desa.

Untuk menvclenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Badan mempunyai fungsi :

a. perumusern, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan di bidang
pemberda-vaan masyarakat dan pemerintahan desa sesuai dengan
kebijakan nasional dan provinsi Jawa Barat;

f.

pengkoordinasian, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas
yang meliputi kesekretariatan, pemerintahan desa dan kelurahan,
penguatan kelcmbagaan dan partisipasi masyarakat, pemberdayaan
usaha darn ekonomi masyarakat serta pemberdayaan pengelolaan
sumber daya aiam dan teknologi tepat guna;

pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana
BPMPD;

penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPMPD;

pelaksanaan pcmantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan
pemerintah claerah bidang pemberdayaan masyarakat dan
pemerinteihan desa ;

pelaksanarkan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

o5'
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Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Sekretaris mclxpr.rnyai tugas pokok mengkoordinasikan penyiapan bahan
koordinasi pcrumLlsan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan
administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan BPMPD,
penyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat, pengelolaan
keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan,
urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan dan
ketatalaksanilan clinas serta penyusunan perencanaan program dan
pelaporan.

Untuk menyclcnggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(2). Sekretaris rncnilrunyai fungsi :

a. pen\-usLlnlln rcncana operasional sekretariat;

!.

pengkoorciinasian dan penyusunan rencana strategis, program serta
<egiatan clan anggaran BPMPD;

pengkoorclinasian dan penyiapan bahan penyusunan kebijakan umum
pemerintarh daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan
pemerintahan clesa;

i. pengelolariin LlrLrsan administrasi umum, rumah tangga, hubungan
masvarai<ert dan keprotokolan;

e. pengelolairn 3(lrninistrasi kepegawaian;

pengkoorclinasirrn dan penyusunan bahan pembinaan pegawai;

pengelolatiirr aclrninistrasi keuangan dan perlengkapan;

pengkoorciinasiirn penyiapan bahan rancangan produk hukum,
pendokunrcnt;rsian peraturan perundang-undangan sesuai dengan
ketentuan clanT otau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
pengkoordinasi,rn dan penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan
program dan l<c'giatan BPMPD;

pengelolaan pt'rpustakaan, data dan sistem informasi manajemen
pelaksanaan llrogram dan kegiatan dinas sesuai dengan ketentuan
dan/atau pcrilt uran perundang-undangan yang berlaku;
pelaksanali] 11 c\,'] r r luasi dan penyusllnan laporan kegiatan Sekretariat;
pelaksanelan ti,lqers lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

(4) Dalam melnl<sarlirkan l'ungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Sekretariat clilrantur oleh :

a. Sub Bagiun Urnitrn dan Kepegawaian;
b. Sub Bagirrrr Ke r irngan;
c. Sub Bagiarn Pc rtr.tc?t-la&o.

(3)

f.

ob'

h.

J.

k.

l.
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Paragraf 1

SLlb Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

Sub Bagian Umunt dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian.

Kepala Sub t3irgian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), mcntpun,l,ni tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan
administrasi Lrmurn meliputi surat menyurat, kearsipan, kepustakaan,
humas dan protol<ol, perlengkapan dan rumah tangga, penyiapan bahan
kebutuhan pcgau'ai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta
administrasi 1<c pc gr rli,aian.

Untuk men.vcleng5lirrakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayar
(2), Kepala Sr-rb Bery,izrn Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. penyusuniln r'(-'rrcana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. pelaksanaan pr:rnberian pelayanan tata naskah dinas, humas dan
protokol, l<carsipan, kepustakaan, surat-menyurat, dan alat tulis unit
kerja;

c. penyusLlniln [er']cana kebutuhan dan pengadaan perlengkapan,
peralatart st'rtrt irtventaris BPMPD sesuai ketentuan yang berlaku;

d. pelaksan:rrir-r llengLrmpulan, pengelolaan, penyimpanan dan
pemelihar'.r.in clrLta kepegarvaian di lingkungan BpMpD;

e. pelaksanrirLn Pcnyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikanl
pelatihan iit.pe rtrirnpinan, teknis dan fungsional;

g. pelaksaniriLrt litsilitasi penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti
ujian dinas clan ijin/tugas belajar;

h, pelaksanr,irt-t pt'nyiapan administrasi kepegawaian meliputi usul
kenaikan p:rngli.,tt, penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil, daftar
urut kepi.ingl<aL1.in, sumpah/janji pegawai, usul kebutuhan formasi,
mutasi/penr-.mparan staf, pembinaan, kesejahteraan, kenaikan gaji
berkala, usul ltensiun dan registrasi kepegawaian;

i. pelaksanaitn Llrusan rumah tangga meliputi kebersihan, keamanan,
ketertibar-r, dan keinciahan lingkungan BpMpD;

j. pelaksanrtiin cvalu:isi dan penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian
Umum diirr Kcpegawaian;

k. pelaksanaiiarn tttgas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 9

Sub Bagian I(cr.rangan clipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Kepala Sub l]agian Keuangan sebagaimana dimaksud oada ayat (1),
mempunyai tr-r51as pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang yang berlaku.

Untuk menyck:nggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)
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b. penyiapan l:ahan dan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan
belanja ticlrrl< langsung serta belanja langsung;

c. pelaksaniuin penatausahaan dan perbendaharaan keuangan anggaran
beianja titlr,rl< langsung dan belanja langsung;

d. pelaksar-uri.rn penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah
serta pen r I ri ryarannya;

e. pelaksanaiii-t penelitian kelengkapan surat permintaan pembayaran
langsung, pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh
bendaherrrr pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh pejabat pelaksana
teknis kt'qriiLani

f. pelaksanr,i:tn penelitian kelengkapan surat permintaan pembayaran
uang persctliaan, surat permintaan pembayaran tambahan uang, dan
surat pclr-nintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan pegawai
negeri siliil serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan
ketentultr I pcrundang-undangan yang diajukan oleh bendahara
pengeluarrr rr-r;

g. penghimpLlnan dan penyiapan bahan penyusunan konsep surat
keputusar r Kcpala Badan tentang pengangkatan pejabat pelaksana
teknis ki'r1ratan, pejabat penatausahaan keuangan, dan pembantu
bendahiirr r;

h. penyusunrin dan penyampaian laporan keuangan semesteran dan
tahunan;

i. pelaksanr,ttrt't cvaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian
Keuangan;

j. pelaksanrrkan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan turgas dan fungsinya.

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan

Pasal 10

(1) Sub Bagian l)c'rencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

(2) Kepala Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai Lugas pokok melaksanakan pengumpulan dan pengolahan
bahan-bahan penyusunan program dan perencanaan serta penyusunan
evaluasi dan pelal)oran BPMPD.

(3) Untuk menve'lenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

a. penvusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan;

b. penyiapan dan penyusunan rencana strategis dan program/rencana
kerja tahunan BPMPD;

c. penyiapan dan penyusunan rencana 'kerja anggaran, dokumen
pelaksanaan anggaran dan dokumen pelaksanaan perubahan
anggaran;

d. penyiapan dan penyusunan penetapan kinerja;

e. penyiapan dan pen),usunan laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah, laporan keterangan pertanqgungiawaban, laporan
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f. penyusunan laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan
kegiatan;

g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian
Perencanaan;

h. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Pasal 1 1

(1) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang.

(2) Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mempuny'ai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan
teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi koordinasi kebijakan teknis
dan pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan desa dzrn kelurahan, meliputi aparatur dan tata
pemerintahan desa, serta pengembangan desa dan kelurahan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana operasional Bidang Pemerintahan Desa dan
Kelurahan;

b. pengkoordinasian perumusan bahan kebijakan peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur desa;

c. pengkoordinasian penyiapan bahan-bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis administrasi dan kelembagaan pemerintahan desa dan
kelurahan;

d. pengkoordinasian pelaksanaan peningkatan kapasitas aparat
pemerintahan desa dan kelurrahan;

e. pengkoordinasian pcnataan dan peningkatan kapasitas lembaga
pemerintahan desa dan kclurahan;

f. pengkoordinasian penataan kewenangan desa dan kelurahan;

g. pengkoordinasian pelaksanaan kajian analisis pemekaran,
penggabungan danlatau penghapusan desa dan kelurahan;

h. pengkoordinasian pelaksanaan fasilitasi bantuan pembangunan dan
rehabilitasi karntor/bal.ri desa dan kelurahan;

i. pengkoordinasian pelaksanaan fasilitasi peningkatan sarana dan
prasarana kincrja pemcrintahan desa dan kelurahan;

j. pengkoordinasian pengolahan dan penyusunan petunjuk teknis data
prolil desa dan kelurahan;

k. pengkoordinasian penataan dan peningkatan pengelolaan administrasi
pemerintahan desa/ kelurahan ;

1. pengkoordinasian pcnataan dan penyusunan petunjuk teknis
pengelolaan keuangan desa;

m. pengkoordinasian pelaksanaan penataan asset dan kekayaan milik
.looa'
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pengkoordinasian pelaksanaan fasilitasi dan penyusunan petunjuk
teknis ADD;

pengkoordinasian pelaksanaan fasilitasi bantuan sarana administrasi
desa dan kelurahan;
pengkoordinasian pelaksanaan faslitasi penataan batas desa dan
kelurahan;

pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan
Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Pemerintahan Desa dan Kelurahan dibantu oleh :

1. Sub Bidang Bina Lembaga Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
2. Sub Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Paragraf 1

sub Bidang Bina Lembaga pemerintahan Desa dan Kelurahan

Pasal 12

Sub Bidang Bina Lembaga Pemerintahan Desa dan Kelurahan dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bidang.

Kepala Sub Bidang Bina Lembaga Pemerintahan Desa dan Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyiapan bahan-bahan penyusunan kebijakan teknis,
program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis dan
pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kelembagaan
pemerintah desa dan kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Sub Bidang Bina Lembaga Pemerintahan Desa dan Kelurahan
mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Pemerintahan Desa dan
Kelurahan;

b. penyiapan bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
kelembagaan pemerintah desa dan kelurahan;

c. penyiapan bahan-bahan pelaksanaan kebijakan teknis kelembagaan
pemerintah desa dan kelurahan;

d. pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan
kelurahan;

e. pelaksanaan penataan dan peningkatan kapasitas lembaga pemerintah
desa dan kelurahan serta BPD;

f. penyusunan konsep penataan kewenangan.desa dan kelurahan;
g. penyusunan konsep kajian analisis dan fasilitasi pemekaran dan

penggabungan I penghapusan desa dan kelurahan;
h. pelaksanaan lasilitasi bantuan pembangunan desa dan rehabilitasi

kantorlbalai desa dan kelurahan;

i. pelaksanaan fasilitasi peninekatan sarana dan Drasarana kineria

n.

o.

p.

q.

r.

Bidang

sesuai

Bidang

(1)

(2)

(3)
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j. fasilitasi pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian
Kepala Desa, serta anggota BpD;

k. penyiapan bahan-bahan pelaksanaan pelatihan dalam rangka
peningkatan fungsi kelembagaan pemerintah desa dan kelurahan;

I' pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Sub Bidang
Bina Lembaga Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

m' pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
Pasal 13

Sub Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bidang.

Kepala Sub Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyiapan bahan-bahan penyusunan kebij.kr., teknis,
program dan kegiatan serta fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis dan
pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan administrasi
pemerintahan desa/ kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Sub Bidang Bina Administrasi Pemerintahan Desa dan
Kelurahan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Bina Administrasi
Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
penyiapan bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
penyiapan bahan-bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan
administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;

d. pelaksanaan kebqakan teknis penyelenggaraan administrasi
pemerintahan desa dan kelurahan;

e. pengolahan dan penyusunan petunjuk teknis data profit desa dan
kelurahan;

f. pelaksanaan penataan dan peningkatan pengelolaan administrasi
pemerintahan desa dan kelurahan;

g. pelaksanaan penataan dan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan
keuangan desa;

pelaksanaan penataan asset desa dan kekayaan asset milik desa;

pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan aparat pemerintah desa dalam
merencanakan, melaksanakan, evaluasi dan pelaporan ADD;
pelaksanaan fasilitasi bantuan sarana administrasi pemerintahan desa
dan kelurahan;

pelaksanaan fasilitasi penataan batas desa;

pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan sub Bidang
Bina Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

()\

(3)

b.

C.

h.

i.

J.

k.

l.
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Bagian Keempat

Bidang Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat

Pasal 14

(1) Bidang Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

(2) Kepala Bidang Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok
melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta
fasilitasi koordinasi kebijakan teknis dan pemberian dukungan
pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan dan
pembangunan partisipasi masyarakat desa/ kelurahan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Bidang Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi
Masyarakat mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana operasional Bidang Bina Lembaga
Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat;

b. pengoordinasian penyiapan bahan-bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan dan
partisipasi masyarakat desa/ kelurahan;

c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan
lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat desa/ kelurahan;

d. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan
lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat desa/ kelurahan;

e. pengoordinasian pelaksanaan lasilitasi pengembangan
kemasyarakatan desa/ kelurahan;

lembaga

f. pengoordinasian peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur
lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;

g. pengoordinasian penataan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan
seperti lembaga pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan
kesejahteraan keluarga, pos pelayanan terpadu, karang taruna, rukun
warga dan rukun tetangga;

h. pengoordinasian pemberdayaan lembaga adat dan budaya;

i. pengoordinasian fasilitasi bantuan sarana peningkatan kinerja lembaga
kemasyarakatan de sa/ kelurahan ;

j. pengoordinasian fasilitasi pengelolaan swadaya masyarakat desa/
kelurahan;

k. pengoordinasian fasilitasi kegiatan lintas sektoral dalam peningkatan
partisipasi masyarakat desa/ kelurahan dalam pembangunan;

L pengoordinhsian peningkatan kapasitas dan mengolah data
perkembangan kader pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan;

m. pengoordinasian pengembangan dan penerapan metode perencanaan
partisipatif pembangunan masyarakat;

n. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan
pembangunan desa;

o. pengoordinasian penyelenggaraan bulan bakti gotong royong
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p. pengoordinasian penyusunan rencana tindak lanjut pembinaan
lembaga kemasyarakatan dan partisipasi masyarakat desa/ kelurahan;

t. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Bidang Bina
Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat;

q. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang
Bina Lembaga Kemasyarakatan dan Partisipasi Masyarakat dibantu oleh :

a. Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;

b. Sub Bidang Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Paragraf 1

Sub Bidang Bina Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan

Pasal 15

(1) Sub Bidang Bina Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dipimpin
oleh seorang Kepala Sub Bidang.

(2) Kepala Sub Bina Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok menyiapkan
bahan-bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta
fasilitasi pelaksanaan pembinaan teknis dan pemberian dukungan
pelaksanaan kegiatan lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Sub Bidang Bina Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Kelurahan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Bina Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;

b. penyiapan bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
Iembaga masyarakat desa/ kelurahan;

c. penyiapan bahan-bahan pelaksanaan kebijakan teknis lembaga
masyarakat desa/ kelurahan ;

d. pelaksanaan kebijakan teknis lembaga masyarakat desa/kelurahan;

e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan desa/
kelurahan;

f. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur
lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan;

g. pelaksanaan penataan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan
seperti lembaga pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan
kesejahteraan keluarga, pos pelayanan terpadu, karang taruna, rukun
warga dan rukun tetangga;

h. pelaksanaan pcmberdayaan lembaga adat dan budaya;

i. pelaksanaan fasilitasi bantuan sarana peningkatan kinerja lembaga
kemasyarakatan desa/ kelurahan ;

j. pelaksanaan evaluasi dan penyusLlnan laporan kegiatan Sub Bidang
Bina Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan;

k. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
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Paragraf 2

Sub Bidang Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan
Pasal 16

(1) Sub Bidang Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.

(2) Kepala Sub Bidang Bina Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa dan
Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (i;, ..rempunyai tugas pokok
menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan
kegiatan serta -fasilitasi peliaksanaan pembinaan teknis dan pemberian
dukungan pelaksanaan kegiatan p.-ba.rgunan partisipatif masyarakat
desa dan kelurahan.

3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Sub Bidang Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa dan
Kelurahan mempunyai fungsi :

a' penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Bina Pembangunan
Partisipatif Masyarakat Desa dan Kelurahan;

b. penyiapan bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
kegiatan pembangunan partisipatif masyarakat desa/kelurahln;

c. penyiapan bahan-bahan pelaksanaan kebijakan teknis kegiatan
pembangunan parlisipatif masyarakat desa/ kehrrahan;

d. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan swadaya masyarakat desa/
kelurahan;

e. pelaksanaan lasilitasi kegiatan lintas sektoral dalam peningkatan
partisipasi masyarakat desa/kelurahan dalam pembangunan;

f. pelaksanaan peningkatan kapasitas dan mengolah data perkembangan
kader pemberdaya.iin masyarakat desa/ kelurahan;

g. pelaksanaan pengembangan dan penerapan metode perencanaan
partisipatif pembangunan masyarakat desa;

h. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan
pembangunan desar;

i. pelaksanaan penyclenggaraan bulan bakti gotong royong masyarakat;
j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Sub Bidang

Pembangunan Parr.isipasi Masyarakat Desa dan Keluiahan;
k. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Bina Perekonomian Desa
Pasal 17

Bidang Bina Perekonomian Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
Kepala Bidang Bina Perekonomian Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis,
program dan kegiatan serta fasilitasi koordinasi kebijakan teknis dan
pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan usaha
ekonomi dan sarana perekonomian desa.

(1)

(2)

(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebasaimana dimaksud nada evet
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a. penyusunan rencana operasional Bidang Bina Perekonomian Desa;

b. pengkoordinasian penyiapan bahan-bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis penyelenggaraan usaha ekonomi dan sarana
perekonomian desa;

c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan usaha
ekonomi dan sarana perekonomian desa;

d. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan teknis penyelenggaraan
usaha ekonomi dan sarana perekonomian desa;

e. pengkoordinasian fasilitasi pelayanan umum penyelenggaraan usaha
ekonomi dan sarana perekonomian desa;

f. pengkoordinasian fasilitasi pemberian dukungan pengelolaan usaha
ekonomi dan sarana perekonomian desa;

g. pengkoordinasian pelaksanaan analisa dan evaluasi penyelenggaraan
kegiatan usaha ekonomi dan sarana perekonomian desa;

h. pengkoordinasian penyusunan rencana tindak lanjut pembinaan
penyelenggar.ran usaha ekonomi dan sarana perekonomian desa
berdasarkan hasil analisa dan evaluasi;

i. pengkoordinasian pengolahan data perkembangan potensi ekonomi
desa;

j, pengkoordinasian pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi desa;

k. pengkoordinasian pengolahan data perkembangan usaha ekonomi desa;

1. pengkoordinasian penataan dan penguatan lembaga usaha ekonomi
desat

m. pengkoordinasian analisis pertumbuhan dan kebutuhan sarana
perekonomian clesa;

n. pengkoordinasian fasilitasi bantuan pembangunan sarana dan
prasarana peri:konomian desa;

o. pengkoordinasian fasilitasi bantuan permodalan usaha ekonomi desa;

p. pengkoordinasian fasilitasi bantuan sarana dan prasarana peningkatan
kinerja lembagar usaha ekonomi desa;

1. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Bidang Bina
Perekonomian Desa;

q. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(4) Untuk melaksana.kan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bidang
Bina Perekonomian Desa dibantu oleh :

a. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Ekonomi Desa.

Paragraf 1

Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat

Pasal 18

(1) Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bidang.
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Kepala Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan
penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan pembinaan teknis dan pemberian dukungan pelaksanaan
kegiatan usaha eknomi desa dan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ar at
(2), Kepala Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat mempunr,'ai lungsi :

a. penyusunan rcncana kegiatan Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;

b. penyiapan berhan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pengelolaan usaha ekonomi desa/ kelurahan dan masyarakat;

c. penyiapan balran-bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan
usaha ekonomi desa/kelurahan dan masyarakat;

d. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan
desa/ kelurahan dan masyarakat;

e. penyiapan bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk dalam
rangka pen-yelenggaraan usaha ekonomi desa/kelurahan dan
masyarakat;

f. penyusunan analisa dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan usaha
ekonomi desa/l<elurahan dan masyarakat;

g. penyusLinan rencana tindak lanjut pembinaan penyelenggaraan usaha
ekonomi desl/kelurahan dan masyarakat berdasarkan hasil anaiisa
dan evzrluasi;

h. pengolahan diLta perkembangan potensi ekonomi desa/kelurahan dan
masvarakat;

i. pembinaan d:u-r pengembangan usaha ekonomi desa/kelurahan dan
masyarakat;

j. pengolahan data perkembangan usaha ekonomi desa/kelurahan dan
masyararkat;

penataan dan penguatan lembaga usaha ekonomi desa/kelurahan dan
masyaral<at;

pelaksanaan lersilitasi bantuan permodalan usaha ekonomi desa;

m. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Sub Bidang
Usaha Ekonomi Masyarakat;

n. pelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugars dan fungsinya.

Paragraf 2

Suk.r Bidang Bina Sarana dan Prasarana Ekonomi Desa

Pasal 19

(1) Sub Bidang Bina Sarana dan Prasarana Ekonomi Desa dipimpin oleh
seorang Kepaia Sub Bidang.

(2) Kepala Sub l3idar-rg Bina Sarana Ekonomi Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (l), mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan
penyusunan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta fasilitasi
pelaksanaan lrcmbinaan teknis dan pemberian dukungan atas pelaksanaan
kesiatan seirarla ctarn prasarana perekonomian desa.

(s)

usaha ekonomi

k.

L
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(3) Untuk men\relenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Sub Bidrrng Bina Sarana Ekonomi Desa mempunyai fungsi :

a. penyusunart rencana kegiatan Sub Bidang Bina Sarana Ekonomi Desa;

b. penyiapan bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pengembangan sarana dan prasarana perekonomian Desa;

c. penyiapan bahan-bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengembang-an
sarana dan prasarana perekonomian Desa;

d. penyusunan analisa dan evaluasi atas sarana dan prasarana
perekonot.niatt Desa;

e. penyusunan rencana tindak lanjut pembinaan dan pengembangan
sarana clirn l)rarsarana perekonomian Desa berdasarkan hasil analisa
dan evzrluasi;

f. penyusunan analisis pertumbuhan dan kebutuhan sarana dan
pr&sorarrii pe|ckonomian desa;

g. pelaksernaan fasilitasi bantuan pcmbangunan sarana dan prasarana
perekonr,rtlian ci csa;

h. pelaksaneran lasilitasi bantuan sarana dan prasarana peningkatan
kinerja lcrnbaga usaha ekonomi desa/kelurahan dan masyarakat;

i. pelakszrnaran evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Sub Bidang
Usaha Ei<r>t ionti Masyarakat;

j pelakseutztkarr t-ugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan trrgrLs rlan fungsinya.

Bagian Kcenam

Bidang Bina Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan

Pasal 20

(1) Bidang Binir Sun-rber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan
dipimpin oleh seorang l(epala Bidang.

(2) Kepala Bidirng Bina Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
Perdesaan scbi.rgairnana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
melaksanakrin pen\rLlsu.nan kebijakan teknis, program dan kegiatan serta
fasilitasi koordinasi kebijakan teknis dan pemberian dukungan
pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pendayagunaan potensi sumber
daya alam, sarana prasarana perdesaan dan teknologi tepat guna.

(3) Untuk men\.r'lcnggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada avat
(2), Kepala Biclang Bina Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna
Perdesaan nr('nrpr'tnyai fungsi :

a. penyusLlnln rcncana operasional Bidang Bina Sumber Daya Alam dan
Teknologi Tcpert Guna Perdesaan;

b. pengkoor-clir-iasiern penyiapan bahan-bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk tcl<nis kegiatan pcmberdayaan'dan pendayagunaan potensi
sumber clirl,a aiam, sarana prasarana perdesaan dan teknologi tepat
guna;

c. pengkooi-clinasian pelaksanaan kebijakan teknis kegiatan
pemberdervilan dan pendayagunaan potensi sumber daya alam, sarana
prasarerner pcrticsaan dan teknologi tepat guna;
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d. pengkoor-clinasian pelaksanaan pembinaan teknis kegiatan
pemberdayutan dan pendayagunaan potensi sumber daya alam, sarana
prasarana per<lesaan dan teknologi tepat guna;

e. pengkoolclinasian fasilitasi pemberian dukungan kegiatan
pemberdayaan dan pendayagunaan potensi sumber daya alam, sarana
prasaraner perdesaan dan teknologi tepat guna;

f. pengkoolclinasian pelaksanaan analisa dan evaluasi kegiatan
pemberdary€Ian darn pendayagLlnaan potensi sumber daya alam, sarana
prasaranar per<lesaan dan teknologi tepat guna;

g. pengkoor'clir-rasian penyusunan rencana tindak lanjut pembinaan
kegiatzrn pernbcrdayaan dan pendayagunaan potensi sumber daya alam,
sarana l)rasarana perdesaan dan teknologi tepat guna berdasarkan
hasil anerlrsa dan evaluasi,

h. pengkoot'<linasian pengolahan data potensi sarana, prasarana dan
infrastru k ttrr perdesaan ;

i. pengkoorclinas;ian penatarzrn potensi sarana, prasarana dan
infrastru 1<t.r rr pcrdesaan;

j. pengkooltlinasian peningkatein kapasitas sumber daya alam dan
sumber <1ir1'ei dcsi.r;

k. pengkoorclir-rasian pemberdayaan masyarakat dikawasan hutan dan
pesisir prntlri;

1. pengkoor-clinasian pembina dan penyusunan petunjuk teknis
pemanfaaran lahan produktiI pedesaan;

m. pengkoor<linasian fasilitasi pemugaran perumahan dan lingkungan
terpadu rtrclalr:i polar pembcrdayaan masyarakat;

n. pengkoorclinasian fasilitasi perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan
perdesara',r.r rnclrilui pola pemberdayaan masyarakat;

o. pengkoorclir-rasian fasilitasi perbaikan sarana air bersih perdesaan
melalr-ri 1;olii pcmberdayaan masyarakat;

p. pengkoorclinasian pengolahan data potensi dan pemetaan kebutuhan
teknologi repaL gLlna pedesann;

q. pengkoorclir.rasian peningkatan kapasitas pos pelayanan teknologi dan
warung tcl<nologi desa;

r. pengkoolclinasian peningkartan kcrjasama dan sosialisasi pemanfaatan
dan pencliryagunaan teknologi tepat guna;

s. pengkoorclinasian fasilitasi bar-rtuan dana pengembangan inovasi
teknoiogi tr'1;iit gur-ra masyarakat, bantuan sarana penerapan dan
pemanfa:r ra rr tcl<nologi tepat gLlna;

t. pelaksani,irln cvaluasi dan pcnyllsunan laporan kegiatan Bidang Bina
Sumber Dir1,i,r Alam dan Telcr-rologi 'lepat Guna Perdesaan;

u. pelaksarrarl<an Lugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugrrs rlarn furngsinyai.

(4) Untuk melal<sarnakan fungsi sebagairnana dimaksud pada ayat (3), Bidang
Bina Sumbcr Dit1,3 Alam dan Tckt'roictgi Tepat Guna Perdesaan dibantu
oleh:
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b. Sub Bidar-rg Pemanfaatan darn Pcndayagunaan Teknologi Tepat Guna
Perdesaan.

Parargraf 1

Sub Bidang Sumber Daya Alam, Sarana dan Prasarana Perdesaan

Pelsal 21

(1) Sub Bidang Sumber Daya Alam, Sarana dan Prasarana Perdesaan dipimpin
oleh seorang I(epala Sub Bidang.

(2) Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam, Sarana dan Prasarana Perdesaan
sebagaimana clirnarksud pada ayaL (1), mempunyai tugas pokok menyiapkan
bahan-bahan l)enyusunan kebijeikan teknis, program dan kegiatan serta
fasilitasi pt'lrrl.sanarin pembinaran teknis dan pemberian dukungan
peiaksanaar-r l<egiatan pembinaan potensi alam dan sarana prasarana
perdesaan.

(3) Untuk menvc,lcriggttral<an tugils pol<ok sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam, Sarana dan Prasarana
Perdesaan nr('ntputryiti fungsi :

a. penyusLtniln rcncana kegiatan Sub Bidang Sumber Daya Alam, Sarana
dan Prasaralra Perdesaan;

b. penyiapriri i-,rii'rrr..-irahan pt:n-yusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan dan lrcnclayagunazln potensi alam serta sarana prasarana
perdesarii t ;

c. penyii-ipr,n lralriin-bahan pclaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan
pendaya;lLulir.an poLcnsi alam serta sarana prasarana perdesaan;

d. pengollilr.r-r rlrl iL potensi sar?lna, prasarana dan infrastruktur
perdesa:it,,

e. penataarr [)()tc.tsi si-]-rerna, prarsarulna dan infrastruktur perdesaan;

f. peningl<ati-rrr kapasitas sumbcr daya alam dan sumber daya desa;

g. pelaksanil.ln pcmbcrdayaan masyarakat dikawasan hutan dan pesisir

Pantai;
h. pembinlan clan pcnyusunan petunjuk teknis pemanfaatan lahan

produktii 1:cdcsaan;

i. pelaks;trr-,lirrr-r l'asilit-aisi pemugaran perumahan dan lingkungan terpadu
melalr-ri 1:r:lrt pctnbcrdayaan mas)'arakat;

j. pelaksanliiir-t h.r.silitasi perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan
perdcsr.rit, trclltlui pola pe mbcrdelyaan masyarakat;

k. pelaksrrr',ri.ln taisilitasi perbaikan sarana air bersih perdesaan melalui
pola 1;u,i.,..:r'dir.\ I'l tl lliasyaral<at;

1. pelakslilir,irir cvirluasi dan penyusllnan laporan kegiatan Sub Bidang
Sumbci D:r5'a Alatn, Saranzt dan Prasarana Perdesaan;

m. pelaksiirrlrlttrn Luglrs-tugas larin yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan It.,irrs rltrn lirngsinya.
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Paragraf 2

Sub Bidang Pemanlaatan dan pendayagunaan Teknologi Tepat Guna
Perdesaan

sub Bidang pemanraatan o^:"";'':o'*agunaan Teknologi Tepat Guna
Perdesaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.

Kepala Sr,rb Bidang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat
Guna Perclesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
pokok mer-rf iarpkan bahan-bahan penyusunan kebijakan teknis, program
dan kegiatan sert.a lasililasi pelaksanaan pembinaan teknis dan pemberian
dukungan pclal<sanazrn kegiatan pemanfaatan dan pendayagunaan
teknol<>gi 1 cpat gllna.

Untuk me,rvc'lcnggarakan tugtrs pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Srrb Bidang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat
Guna Perdcsariin memplrnyai fungsi :

a. penyl-tslln:llt rcltcrlna ]<cgiatan Sub Bidang pemanfaatan
Penderr':rrlLllr{trtn'l'eknologi Tepat Guna perdesaan;

C.

penyiirprin brihan-brrhan pcnyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pemalr tir.i i rrr-r iilrn pi:ndayagunaan teknologi tepat guna;
penyial,:ir-r bahan-bahan pelaksanaan kebijakan teknis pemanfaatan
dan pct r.ir.r':rgrrr'laan tcknologi tepat guna;

pelaksi,niriul l<ebijirl<an tel<nis pemanfaatan dan pendayagunaan
teknc,,ir,. ,i :c;;l. t gLtnr ;

pengoir,ltiii: data poicnsi darn pemetaan kebutuhan teknologi tepat guna
pedcs , . ;

peningl:irIiur ivrpirsiras pos pelayanan tekno]ogi dan warung teknologi
desa;

pelaksu r ii r il r ] 
1 
;cningr<iitan kerjasama teknologi tepat guna pedesaan;

pelaksiirtilrlrl llisilitirsi bantuan sarana penerapan dan pemanfaatan
teknoir>qr tcltat gunil;

pelaksart)irlilt lasiiitrrsi bantuan dana pengembangan inovasi teknologi
tepat gI tnlr lnas\/arurl(at'

pelaksa:li rlt .rvalurr,:ri dan penyusunan laporan kegiatan Sub Bidang
Pemii:.1 .' :'r r:iin l','.,clal,agunaan Teknologi Tepat Guna perdesaan;

pelakr;unr,:rrri Lr-rstrr;-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengl.n l ... ts llrlt 1': :.gsin)'a.

Bagian Ketujuh
lJnit Pelaksana Teknis

Pasal 23

Untuk r:rr'l'ir'c'u'r rl::in :'r:brlqian kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan tcl:rris pcr-rr-rr-rjlrrg BPMPD dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

PembenLul<rirt, orqiirrir' si dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis BPMPD
yang dinrirlr: rtrl 1;rr<1r-r ''rrL (1) akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut
oleh Bu1-r,t i.

dan

b.

d.

e.

f.

ob'

h.

i.

j

1-t!.
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Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24
(1) Di BPMPD dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan

sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

(3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional
]'ang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliarinya.

(4) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala
Badan.

(5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan kebutuhan dan beban keqja.

(6) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25
(1) Dalam mel:rksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang,

Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Unit pelaksana Teknis
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik
dalam lingkup dinas maupun dengan perangkat daerah terkait lainnya
serta dengan semua unsur dilingkungan pemerintah daerah.

(2) Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung
jawab kepada Kepala Badan.

(3) Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab
kepada Sekretaris dan Kepala Sub Bidang bertanggungjawab ilpada
Kepala Bidangnya masing-masing.

(4\ Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan BpMpD wajib
mengau'asi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apablla
terjadi penvimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperiukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPMPD bertanggung
jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-miin[
serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

(6) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPMPD wajib mengikuti
dan mematuhi petunjuk sesuai dengan visi dan misi dinas serta
menjabarkannya dalam program dan kegiatan opersional sesuai tugas dan
fungsi serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-mr"i.g dan
menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun
sewaktu-waktu.
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(7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari
bawahan masing-masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk dan/atau
arahan kepada bawahan.

(8) Kepala Badan menyampaikan laporan Kepada Bupati melalui Sekda.

(9) Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan Kepala
BPMPD deipat disampaikan kepada satuan organisasi yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Kedua

Hal Mewakili

Pasal 26

(1) Sekretaris mewakili Kepala Badan dalam batas-batas kewenangan yang
dilimpahkan apabila Kepala Badan berhalangan melaksanakan tugasnya.

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan melaksanakan tugas Kepala Badan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dapat menunjuk salah
satu Kepala Bidang untuk melaksanakan tugas Kepala Badan sesuai
dengan ker,ry'enangan yang dilimpahkan.

(3) Apabila seorang pimpinan satuan organisasi di lingkungan BPMPD
berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat
menunjuk seorang pejabat satu tingkat lebih rendah di bawahnya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan BPMPD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
serta sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 28

(1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Badan serta para pemangku
jabatan lainnya dalam lingkungan BPMPD dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Badan bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan
pembinaan kepegawaian.

(3) Ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cianjur
Nomor 20 Tahun 2OlO tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di
Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan
(Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 27), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 23 Desember 2013

BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada 23 Desember 2013

DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

MUTAQIN

ERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2013 NOMOR 39
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